
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PEMERIKSAAN KELAIKLAUTAN DAN KEAMANAN 

KAPAL ASING OLEH PORT STATE CONTROL (PSC) DI 

PELABUHAN TANJUNG INTAN CILACAP  

 

SKRIPSI 

 

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Terapan Pelayaran pada 

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 

 

Oleh: 

 

GHORA ARDHYA SURYAWAN 

551811316718 K 

 

PROGRAM STUDI DIPLOMA IV  

TATALAKSANA ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHAN 

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG 

TAHUN 2022  



 

ii 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 

PEMERIKSAAN KELAIKLAUTAN DAN KEAMANAN KAPAL ASING 

OLEH PORT STATE CONTROL (PSC) DI PELABUHAN 

 TANJUNG INTAN CILACAP 

 

Disusun Oleh: 

GHORA ARDHYA SURYAWAN 

551811316718K 

 

Telah disetujui dan diterima, selanjutnya dapat diujikan di depan 

Dewan Penguji Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 

Semarang, 11 Juli 2022 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mengetahui 

Ketua Program Studi 

Tatalaksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan 

 

 

  

Dosen Pembimbing I 

Materi 

 

 

 

DARYANTO, SH, MM. 

Pembina (IV/a) 

NIP. 19580324 198403 1 002 

Dosen Pembimbing II 

Metodelogi dan Penulisan 

 

 

 

Capt. MUSTAMIN, M.Pd., M.Mar. 

Pembina (IV/a) 

NIP. 19681227 199903 1 001 

Dr. NUR ROHMAH, S.E., M.M 

Penata Tk I (III/d) 

NIP. 19750318 200312 2 001 



 

iii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

Skripsi dengan judul “Pemeriksaan Kelaiklautan Dan Keamanan Kapal Asing Oleh 

Port State Control (PSC) Di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap” karya, 

Nama   : Ghora Ardhya Suryawan 

NIT   : 551811316718 K 

Program Studi  : Tatalaksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan 

Telah dipertahankan di hadapan Panitia penguji Skripsi Prodi TALK, Politeknik 

Ilmu Pelayaran Semarang pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 

Semarang, 15 Juli 2022 

 

  

Penguji II 

 

 

 

 

DARYANTO, SH, MM. 

Pembina (IV/a) 

NIP. 19580324 198403 1 002 

Penguji I 

 

 

 

 

OKVITA WAHYUNI, S.ST., M.M. 

Penata Tk I (III/d) 

NIP. 19781024 200212 2 002 

Penguji III 

 

 

 

 

AMAD NARTO, M.Pd, M.Mar. E.  

Pembina (IV/a) 

NIP. 19641212 199808 1 001 

Mengetahui 

Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 

 

 

 

 

Capt. DIAN WAHDIANA, M.M. 

Pembina Tk I, (IV/b) 

NIP. 19700711 199803 1 003 



 

iv 
 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Ghora Ardhya Suryawan 

NIT  : 551811316718 K 

Program Studi : Tatalaksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan 

Skripsi dengan judul “Pemeriksaan Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing Oleh 

Port State Control (PSC) Di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap” 

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil 

karya (penelitian dan tulisan) sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau 

pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, 

baik Sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat 

dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan 

ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya 

pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini. 

 

  

Semarang, 14 Juli 2022 

Yang menyatakan pernyataan, 

 

 

 

 

 

GHORA ARDHYA SURYAWAN 

NIT. 551811316718 K 



 

v 
 

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

1. Don’t ever call me lucky. My parents always prayed and sacrified for me, 

and me too, I worked my ass for mine. 

2. Loyalty is an expensive gift, don’t expect it from cheap people. 

3. Ingatkah engkau kepada lagu “JOKO TINGKIR NGOMBE DAWET” 

  Persembahan: 

1. Orang tua tercinta 

2. Almamater saya PIP Semarang 

3. Seluruh rekan saya kelas TALK A dan 

kasta BARLINGMASCAKEB 

4. Seluruh rekan-rekan Angkatan 55 yang 

saya cintai dan saya banggakan, SIAP! 

  



 

vi 
 

PRAKATA 

Puji syukur kami panjatkan  kepada  Tuhan Yang Maha Esa  karena  dengan  

rahmat  serta  hidayah-Nya  penulis  telah mampu menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Pemeriksaan Kelaiklautan Dan Keamanan Kapal Asing Oleh Port 

State Control (PSC) Di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap”. 

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan meraih gelar 

Sarjana Terapan Pelayaran (S.Tr.Pel), serta syarat untuk menyelesaikan program 

pendidikan Diploma IV Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. 

Dalam penyusunan  skripsi  ini,  penulis  banyak  mendapat  bimbingan  dan  

arahan  dari  berbagai  pihak  yang sangat  membantu  dan  bermanfaat.  Oleh  karena  

itu  dalam  kesempatan  ini  penulis  ingin  menyampaikan  rasa hormat  dan  terima 

kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada: 

1. Capt. Dian Wahdiana M.M selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran  

Semarang. 

2. Dr. Nur Rohmah, S.E., M.M. selaku Ketua Program studi TALK PIP Semarang 

3. Bapak Daryanto, SH, MM. selaku Dosen Pembimbing Materi. 

4. Capt. Mustamin, M.Pd., M.Mar selaku Dosen Pembimbing Metodologi  dan 

Penulisan. 

5. Seluruh Dosen PIP Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan 

yang  sangat  bermanfaat  dalam  membantu  proses  penyusunan  skripsi  ini. 



 

vii 
 

6. PT. Indobaruna Bulk Transport Cabang Cilacap dan PT. Dalian Putra Maritim 

Cabang Cilacap yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan 

penelitian dan praktek darat serta membantu penulisan skripsi  

7. Port State Control Officer KSOP Kelas II Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap 

8. Semua  pihak  yang   tidak  dapat  penulis  sebutkan  satu  persatu. 

Demikian, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak 

terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran 

dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, 

penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi seluruh pembaca. 

 

 

  

Semarang, 14 Juli 2022 

Penulis, 

 

 

 

 

GHORA ARDHYA SURYAWAN 

NIT. 551811316718 K 



 

viii 
 

ABSTRAKSI 

Suryawan, Ghora Ardhya, 2022, NIT: 551811316718K. “Pemeriksaan 

Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing Oleh Port State Control di 

Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap”, Program Diploma IV, Tata Laksana 

Angkutan Laut dan Kepelabuhan, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 

Pembimbing I: Daryanto, SH, MM dan Pembimbing II: Capt. Mustamin, 

M.Pd., M.Mar 

 

Pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing dipengaruhi oleh 

sistem keselamatan pada kapal dan sangat bergantung kepada inspeksi secara 

berkala dan survei yang optimal yang dilakukan oleh Class, Owner, Surveyor dan 

Port State Control (PSC) pada setiap negara yang memiliki pelabuhan maupun 

yang menjadi tujuan perdagangan internasional. Kapal dikatakan laiklaut setelah 

memenuhi persyaratan konvensi yang berlaku, namun apabila pada saat 

pemeriksaan administrasi dan fisik ditemukan ketidaksesuaian dalam pemenuhan 

persyaratan konvensi maka dinyatakan sebagai Deficiency kemudian pejabat 

pemeriksa menyampaikan laporan berupa Form A PSC Report dan Form B PSC 

Report.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

pendekatan deskriptif kualitatif serta teknik pengumpulan datanya menggunakan 

teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah tugas pengawasan dan kewenangan Syahbandar dalam 

melaksanakan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing dilakukan oleh 

PSCO. Dampak yang terjadi akibat ditemukanya Deficiency pada saat pemeriksaan 

yang disebabkan oleh adanya Clear Grounds yaitu berupa permintaan/informasi 

dari organisasi dan/atau negara yang berkepentingan yang tertuang di dalam Form  

B PSC Report. 

Upaya yang dilakukan apabila ditemukan Deficiency pada saat pemeriksaan 

untuk menutup (rectify) Deficiency adalah dengan cara melakukan pemeriksaan 

ulang (follow up/ reinspection). Apabila dalam hal hasil pemeriksaan ulang (follow 

up/ reinspection) telah diperbaiki dan/atau dipenuhi sesuai dengan ketentuan 

konvensi, maka PSCO memberikan pemenuhan hasil pemeriksaan berupa Form A 

PSC Report. Prosedur yang sudah distandarkan seharusnya dapat dengan mudah 

dimengerti oleh PSCO. Pihak kapal sebaiknya lebih memperhatikan tentang hal-hal 

yang berkaitan keamanan dan keselamatan diatas kapal. Dokumentasi dari hasil 

perbaikan Deficiency seharusnya diambil lebih jelas. 

 

Kata Kunci: Pemeriksaan, Kelaiklautan dan Keamanan Kapal, Pelabuhan  
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ABSTRACT 

Suryawan, Ghora Ardhya, 2022, NIT: 551811316718K. "Inspection of 

Marineworthiness and Security of Foreign Ships by Port State Control at 

Tanjung Intan Cilacap Port", Thesis. Diploma IV Program, Study Program 

of Port And Shipping Department, Merchant Marine Polytechnic of 

Semarang,, Supervisor I: Daryanto, SH, MM and Supervisor II: Capt. 

Mustamin, M.Pd., M.Mar 

 

The seaworthiness and security inspection of foreign ships is influenced by 

the safety system on the ship and is very dependent on periodic inspections and 

optimal surveys carried out by Class, Owner, Surveyor and Port State Control 

(PSC) in every country that has a port or is a destination for international trade. The 

ship is said to be seaworthy after meeting the requirements of the applicable 

convention, but if during the administrative and physical inspection a discrepancy 

is found in the fulfillment of the convention requirements, it is declared as 

Deficiency then the inspecting officer submits a report in the form of Form A PSC 

Report and Form B PSC Report. 

The method used in this study is a qualitative descriptive approach and the 

data collection technique uses observation, interviews, and documentation studies. 

The results obtained from this study are the supervisory duties and authority of the 

harbormaster in carrying out seaworthiness and security inspections of foreign ships 

carried out by PSCO. The impact that occurs due to the discovery of Deficiency 

during the inspection caused by the existence of Clear Grounds is in the form of 

requests/information from interested organizations and/or countries as stated in 

Form B PSC Report. 

Efforts are made if a deficiency is found at the time of the inspection to 

rectify the deficiency by conducting a follow-up/reinspection. If the results of the 

follow-up/reinspection have been corrected and/or complied with in accordance 

with the provisions of the convention, the PSCO shall provide the fulfillment of the 

inspection results in the form of a Form A PSC Report. The standardized procedure 

should be easily understood by PSCO. The ship should pay more attention to 

matters relating to security and safety on board the ship. Documentation of the 

results of the Deficiency fix should be made clearer. 

 

Key Words: Inspection, Seaworthiness and Ship Security, Port   
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengaruh sistem keselamatan pada kapal bergantung pada inspeksi 

secara berkala dan survei yang optimal yang dilakukan oleh Class, Owner 

Surveyor dan Port State Control ( PSC) pada setiap negara yang memiliki 

pelabuhan maupun yang menjadi tujuan perdagangan internasional. Maka 

sudah bukan menjadi hal baru lagi apabila perihal keselamatan selalu 

menjadi sorotan dan menjadi bahan evaluasi dari berbagai Negara, 

khususnya di dunia maritim Indonesia. 

Terbentuknya PSC sendiri dilatar belakangi karena banyaknya 

kegagalan tugas-tugas yang dilakukan oleh Flag State untuk selalu 

mengawasi dan menjamin kelaiklautan kapal yang berbendera yang 

bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut maka timbul kesadaran dari suatu 

negara untuk melindungi daerah dari negara itu sendiri, khususnya sektor 

maritim dari pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kapal-kapal 

lokal maupun kapal-kapal asing yang datang ke negara tersebut.  

Di Indonesia sendiri pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal 

asing di pelabuhan dilaksanakan oleh pejabat pemeriksa kelaiklautan dan 

keamanan kapal asing (PSCO), hal tersebut dijelaskan dalam perjanjian 

bersama PSC di Asia Pasifik (Tokyo MoU) yang telah ditandatangani 

pemerintah Indonesia di tahun 1993 dan ditambah dengan IMO resolution 
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A.1138 (31) tentang Procedures For Port State Control. Kemudian 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran 

menyebutkan bahwa syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan 

kelaiklautan dan keamanan kapal asing di pelabuhan.  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

nomor PM.119 Tahun 2017 tentang Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan 

Keamanan Kapal Asing serta dilaksanakannya pengukuhan pejabat 

pemeriksa kelaiklautan dan keamanan kapal asing sebagaimana amanat 

peraturan menteri tersebut, maka legalitas dan panduan Port State Control 

Officer (PSCO) Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, peran dan 

kewenangan menjadi semakin jelas dalam melaksanakan pemeriksaan 

kelaiklautan dan keamanan kapal asing untuk memastikan kapal asing 

tersebut menerapkan prinsip keselamatan, keamanan dan perlindungan 

lingkungan maritim selama melaksanakan kegiatan/operasional di 

pelabuhan dan untuk membuktikan eksistensi pemerintah Indonesia sebagai 

negara yang memiliki yuridiksi di pelabuhan (Port State) maka diperlukan 

pengawasan terhadap kapal asing secara intensif oleh pejabat berwenang di 

pelabuhan.  

Untuk memastikan setiap kapal asing yang masuk di Pelabuhan telah 

menerapkan prinsip keselamatan dan keamanan, Kementerian Perhubungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuaan 

Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) kemudian mengangkat dan 
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mengukuhkan pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan kapal asing 

atau PSCO. Dengan adanya pengangkatan dan pengukuhan pejabat 

pemeriksa kelaiklautan dan keamanan kapal asing ini diharapkan dapat 

menjadi pemicu kejayaan maritim Indonesia guna mendukung Indonesia 

sebagai poros maritim dunia. 

Dalam melaksanakan tugasnya seorang pejabat pemeriksa 

kelaiklautan dan keamanan kapal asing harus memiliki kode etik, sesuai 

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM.119 

Tahun 2017 tentang Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal 

Asing, Pasal 25 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, untuk memastikan 

integritas, profesionalitas dan transparansi dalam melaksanakan fungsi, 

tugas dan peran, serta kewenangan, PSCO dilengkapi dengan kode etik 

sebagai norma dasar yang wajib dipegang teguh dan dilaksanakan. Oleh 

sebab itu, seorang pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan kapal asing 

tidak boleh sembarangan dalam memeriksa kelaiklautan dan keamanan 

kapal asing, harus sesuai dengan prosedur yang berlaku.  

Kelaiklautan kapal menurut Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor PM 119 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (13) adalah 

keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan 

pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, 

kesejahteraan awak kapal, dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, 

manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan 
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manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan. Kapal dikatakan 

laiklaut setelah memenuhi peryratan tersebut, namun apabila pada saat 

pemeriksaan administrasi dan fisik ditemukan  ketidaksesuaian dalam  

pemenuhan persyaratan konvensi maka dinyatakan sebagai Deficiency 

kemudian pejabat pemeriksa menyampaikan laporan berupa Form A PSC 

Report dan Form B PSC Report.  

Sesuai dengan pengalaman penulis sewaktu melaksanakan praktek 

darat di PT. Indobaruna Bulk Transport Cabang Cilacap yang bergerak di 

bidang keagenan kapal, penulis selalu mendapatkan kesempatan untuk ikut 

mendampingi PSCO dari KSOP Tanjung Intan Cilacap melakukan kegiatan 

inspeksi di atas kapal asing  

Berdasarkan uraian di atas, kemudian penulis menjadi tertarik untuk 

menuangkannya di dalam skripsi dengan judul: “Pemeriksaan 

Kelaiklautan Dan Keamanan Kapal Asing Oleh Port State Control 

(PSC) di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap”. 

B. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah pemeriksaan 

kelaiklautan dan keamanan kapal asing oleh PSC di pelabuhan tanjung intan 

cilacap. Hal ini tentu saja didasarkan pada permasalahan yang dialami 

penulis pada saat melaksanakan praktek darat di PT. Indobaruna Bulk 

Transport cabang cilacap yang bergerak di bidang keagenan kapal, yaitu 

ditemukanya ketidaksesuaian (Deficiency) di atas kapal pada saat kegiatan 
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pemeriksaan yang dilakukan oleh  PSC di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. 

Sehingga disini penulis berupaya untuk memaparkan bagaimana proses 

pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing serta upaya yang 

dilakukan sebagai solusi  apabila ditemukan ketidaksesuaian (Deficiency) 

pada saat pemeriksaan.  

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana prosedur pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal 

asing? 

2. Apa dampak yang terjadi apabila ditemukan Deficiency pada saat 

pemeriksaan? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan apabila ditemukan Deficiency pada 

saat pemeriksaan? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan 

kapal asing di pelabuhan tanjung intan cilacap. 

2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi apabila ditemukan Deficiency 

pada saat pemeriksaan. 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan apabila ditemukan Deficiency 

pada saat pemeriksaan.  
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E. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian mengenai “Pemeriksaan Kelaiklautan Dan 

Keamanan Kapal Asing Oleh PSC di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap” ini 

diharapkan dapat bermanfaat bukan hanya bagi penulis tetapi juga bagi para 

pembaca. Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Sebagai tambahan pengetahuan di kampus Politeknik Ilmu 

Pelayaran (PIP) Semarang mengenai prosedur pemeriksaan 

kelaiklautan dan keamanan kapal asing. 

b. Sebagai tambahan informasi serta pengetahuan guna dijadikan 

bahan acuan untuk penelitian berikutnya sehingga dapat 

menghasilkan penelitian yang lebih baik dan akurat.  

c. Sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi para pembaca, 

termasuk instansi terkait dan diharapkan penelitian ini dapat berguna 

untuk pedoman penelitian dimasa mendatang.  

d. Dapat digunakan untuk pengembangan pengetahuan lebih lanjut 

guna meningkatkan kualitas pendidikan di Politeknik Ilmu 

Pelayaran (PIP) Semarang.  

2. Manfaat Praktis 

a. Memberi gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana proses 

pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan oleh Port State Control 

(PSC) yang dilakukan di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

Sebagai pendukung pembahasan skripsi mengenai pemeriksaan 

kelaiklautan dan keamanan kapal asing oleh Port State Control (PSC) di 

pelabuhan tanjung intan cilacap, maka perlu diketahui dan dijelaskan 

beberapa teori penunjang yang diambil oleh penulis dari berbagai sumber 

untuk mendukung dan menyempurnakan penulisan skripsi ini. 

1. Pengertian Prosedur 

Secara umum Prosedur adalah sebuah rangkaian aksi yang jelas 

atau dikatakan juga sebuah tindakan yang  harus dilakukan dengan cara 

atau teknik yang sama dengan yang tertera pada sebuah teks prosedur, 

agar dapat menghasilkan hal yang sama. sebuah prosedur bisa juga 

sebagai rangkaian kegiatan atau tahap-tahap yang musti dijalankan agar 

dapat menghasilkan sesuatu yang di inginkan. misalnya prosedur 

menerima karyawan, prosedur kenaikan jabatan karyawan, dan lain lain. 

Menurut Zaki Baridwan (2002: 3), menjelaskan bahwa prosedur 

adalah suatu urut-urutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk 

menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi 

perusahaan yang sering terjadi. 
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Menurut Ida Nuraida (2008: 35), Prosedur adalah urutan 

langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana 

pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, 

bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana 

melakukannya, dan siapa yang melakukannya. 

Menurut Mc Maryati (2008: 43) prosedur adalah serangkaian 

dari tahapan-tahapan atau urut-urutan dari langkah-langkah yang saling 

terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk mengendalikan 

pelaksanaan kerja agar efisiensi perusahaan tercapai dengan baik 

dibutuhkan sebuah petunjuk tentang prosedur kerja. 

Menurut Irra Crisyanti (2011: 143) prosedur adalah tata cara 

kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus 

dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk dapat 

mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir. 

Menurut Mulyadi (2013: 5) prosedur adalah suatu urutan 

kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu 

departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara 

seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. 

Menurut Rudi M Tambunan (2014: 84) definisi dari prosedur 

adalah pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada di dalam 

suatu organisasi  yang digunakan untuk memastikan bahwa semua 

keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang 
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dilakuan oleh seseorang di dalam sebuah organisasi yang merupakan 

anggota organisasi agar dalam pekerjaanya berjalan efektif, efisien, 

konsisten, standar dan sistematis. 

Menurut Cole yang diterjemahkan oleh Badriwan dalam 

(Wijaya dan Irawan, 2018: 26) menyatakan bahwa prosedur merupakan 

suatu urutan pekerjaan kerana (clerical) biasanya melibatkan  beberapa 

orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya 

perlakuan yang seragam transaksi-transaksi perusahaan yang sering 

terjadi. 

Wijaya dan Irawan (2018: 26-27) kemudian menyimpulkan  

bahwa prosedur adalah urutan kegiatan atau aktifitas yang melibatkan 

beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dilaksanakan 

secara berulang-ulang dengan cara yang sama. 

Prosedur adalah faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan 

tugas atau pekerjaan, kerjaan perkantoran. Prosedur kerja dibuat untuk 

memperlancar setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh instansi atau 

perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan dan sasarannya. 

Prosedur-prosedur berkaitan dengan suatu langkah yang bertahap dan 

berkaitan satu sama lain yang digunakan oleh suatu organisasi dalam 

menyelesaikan pekerjaannya.  Dalam sebuah prosedur terdapat langkah-

langkah yang saling berkaitan satu sama lain, langkah-langkah ini akan 

menjadi petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan pada suatu 
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pekerjaan. Di dalam perusahaan tentunya akan membutuhkan sebuah 

petunjuk tentang prosedur kerja yang terdiri dari tahapan-tahapan suatu 

pekerjaan, karena hal ini dapat menunjang tercapainya efisiensi 

perusahaan dengan baik. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian prosedur ialah 

suatu tata cara atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan 

urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan. 

Dalam melakukan suatu kegiatan , organisasi memerlukan suatu acuan 

untuk mengatur dan mengontrol semua aktifitas yang terjadi pada suatu 

kegiatan. 

2. Pengertian Pemeriksaan 

Secara umum pengertian pemeriksaan adalah proses 

perbandingan antara kondisi dan kriteria. Kondisi yang dimaksud disini 

adalah kenyataan yang ada atau keadaan yang sebenarnya yang melekat 

pada objek yang diperiksa. Sedangkan kriteria adalah tolak ukur, yaitu 

hal yang seharusnya terjadi atau hal yang seharusnya melekat pada 

objek yang diperiksa. 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 57 Tahun 2021 Pemeriksaan adalah Pemeriksaan lengkap 

terhadap semua hal yang berkaitan dengan sertifikat keselamatan Kapal, 

guna memastikan pemenuhan semua persyaratan untuk operasional 

Kapal. 
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Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 57 Tahun 2021 Pemeriksaan Pertama adalah Pemeriksaan 

yang wajib dikenakan terhadap Kapal bangunan baru dan Kapal asing 

yang diakui menjadi Kapal berbendera Indonesia dan dilakukan di atas 

galangan atau dok (dilimbungkan) atau ditempat dimana pergantian 

bendera dilaksanakan. 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 57 Tahun 2021 Pemeriksaan Tahunan adalah Pemeriksaan 

yang dilakukan terhadap Kapal Barang setiap 12 (dua belas) bulan 

sekali. 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 57 Tahun 2021 Pemeriksaan Pembaharuan adalah 

Pemeriksaan yang wajib dikenakan terhadap Kapal setiap 5 (lima) tahun 

sekali untuk Kapal Barang, dan setiap 12 (dua belas) bulan sekali untuk 

Kapal Penumpang. 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 57 Tahun 2021 Pemeriksaan Antara adalah Pemeriksaan 

yang dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum atau setelah tanggal 

Hari Jadi (Anniversary Date) yang kedua atau dalam waktu 3 (tiga) 

bulan sebelum atau setelah tanggal Hari Jadi (Anniversary Date) yang 

ketiga dari sertifikat keselamatan Kapal Barang yang akan 

menggantikan salah satu Pemeriksaan Tahunan. 
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Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 57 Tahun 2021 Pemeriksaan di Luar Jadwal atau Tambahan 

adalah Pemeriksaan yang dilakukan selain dari Pemeriksaan Pertama, 

Pemeriksaan Tahunan, Pemeriksaan Pembaharuan, dan Pemeriksaan 

Antara. 

 Menurut Alvin A. Arens (2012: 14) Pemeriksaan adalah suatu 

proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang 

dapat diukur dari suatu economic entity yang dilakukan oleh seseorang 

yang kompeten dan independen dengan tujuan untuk menentukan dan 

melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria 

yang telah ditetapkan. 

Basalamah (2011: 5) kemudian menyimpulkan bahwa 

Pemeriksaan adalah suatu proses penilaian dan atestasi yang sistematis 

oleh orang (atau orang-orang) yang memiliki keahlian dan independen 

terhadap informasi mengenai aktivitas ekonomi suatu badan usaha, 

dengan tujuan untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian 

antara informasi tersebut dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Mulyadi (2002; 40), definisi pemeriksaan adalah suatu 

proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara 

objektif  mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan 

untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan 
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kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil hasilnya kepada 

pemakai yang berkepentingan. 

Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan 

suatu kegiatan yang dijalankan oleh suatu unit usaha tertentu, oleh 

karena itu pemeriksaan merupakan bagian dari pengawasan sedangkan 

pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Suatu pengawasan 

akan menghasilkan temuan temuan yang memerlukan tindak lanjut. 

Apabila keseluruhan tindak lanjut itu dilaksanakan, maka keseluruhan 

pekerjaan tersebut merupakan pengendalian. Akan tetapi bilamana 

tindak lanjut tidak dilaksanakan maka tetap dinamakan pengawasan. 

Pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing berlaku 

bagi semua jenis dan ukuran Kapal Asing di wilayah pelabuhan 

Indonesia dan tujuan dari dilaksanakanya pemeriksaan kapal ini adalah 

untuk memastikan bahwa kapal memenuhi persyaratan ketentuan 

konvensi yang telah diratifikasi. 

3. Pengertian Kelaiklautan dan Keamanan Kapal 

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Kelaiklautan 

kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi peryaratan keselamatan 

kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis 

muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, 

status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan 
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pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar 

di perairan tertentu. 

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Keselamatan 

dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan 

keselamatan dan keamanan kapal yang menyangkut angkutan di 

perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. 

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008  Keselamatan 

Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, 

konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata 

susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan 

radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat  setelah 

dilakukan pemeriksaan dan pengujian. 

4. Pengertian Kapal 

Pengertian kapal menurut Kitab Undang-undang Hukum 

Dagang (KUHD) pasal 309 adalah semua perahu dengan bentuk dan 

jenis apapun, apabila tidak diperjanjikan lain kapal termasuk 

perlengkapanya. Menurut ketentuan ini kapal dianggap termasuk alat 

perlengkapanya, yaitu segala sesuatu yang tidak merupakan bagian dari 

kapal dan diperuntukan pemakaian secara terus menerus seperti jangkar, 

pedoman, sekoci , dan lain-lain. Catatan ini penting, khususnya dalam 

penjabaran dari berbagai persetujuan menyangkut kapal. 
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Sedangkan pada KUHD pasal 310 yang dimaksud kapal laut 

adalah semua kapal yang digunakan untuk pelayaran di laut atau yang 

diperuntukan untuk itu. Pada KUHD pasal 311 yang dimaksud Kapal 

Indonesia adalah kapal yang dimiliki oleh WNI atau badan hukum yang 

duapertiga sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia. 

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran yang dimaksud kapal adalah kendaraan air, dengan bentuk 

dan jenis apapun yang digerakan oleh tenaga mekanik, tenaga angin atau 

ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan 

di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang 

tidak berpindah-pindah. Dengan demikian, kapal tidaklah semata alat 

yang mengapung saja, namun segala jenis alat yang berfungsi sebagai 

kendaraan, sekalipun ia berada di bawah laut seperti kapal selam. 

5. Pengertian Kapal Asing 

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008  Kapal asing 

adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat 

dalam daftar kapal Indonesia. 

6. Pengertian Pelabuhan 

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Pelabuhan 

adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan dengan batas-

batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan 
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pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik 

turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan 

tempat berabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan 

pelayaran dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan 

serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. 

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Pelabuhan 

Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan 

angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut 

dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat 

asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyebrangan 

dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. 

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Pelabuhan 

pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan 

angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam 

jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau 

barang, serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan antar 

provinsi. 

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Pelabuhan 

pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan 

angkutan laut dalam negeri , alih muat angutan laut dalam negeri dengan 

jumlah terbatas, merupakan pengumpang bagi pelabuhan utama dan 

pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang 
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dan/atau barang, serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan 

pelayanan dalam provinsi. 

7. Pengertian Port State Control 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 119 Tahun 2017 Port State Control yang selanjutnya 

disingkat PSC adalah pengawasan negara terhadap kelaiklautan dan 

keamanan kapal asing yang masuk di wilayah pelabuhan guna 

memastikan pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan konvensi 

yang dilaksanakan oleh Syahbandar. 

8. Pengertian Port State Control Officer 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 119 Tahun 2017 Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan 

Keamanan Kapal Asing atau Port State Control Officer yang 

selanjutnya disingkat PSCO adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ditunjuk oleh Syahbandar 

yang memiliki kewenangan untuk melakukan tugas pemeriksaan 

kelaiklautan dan keamanan kapal asing sesuai dengan ketentuan 

konvensi. 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 57 Tahun 2021 Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal 

adalah pejabat pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di 

bidang keselamatan Kapal dan diangkat oleh Menteri. 
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Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 119 Tahun 2017 PSCO melaksanakan fungsi pengawasan 

terhadap kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing yang masuk di 

wilayah pelabuhan Indonesia sesuai dengan ketentuan konvensi yang 

telah diratifikasi. Selain melaksanakan fungsi tersebut, PSCO dapat 

membantu pelaksanaan pemeriksaan terhadap setiap kecelakaan Kapal 

Asing untuk mencari keterangan dan/atau bukti awal atas terjadinya 

kecelakaan kapal di wilayah perairan territorial Indonesia. Dalam 

melaksanakana fungsi tersebut, PSCO melakukan secara independen 

dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

9. Pengertian Tokyo Memorandum of Understanding 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 119 Tahun 2017 Tokyo Memorandum of Memorandum yang 

selanjutnya disingkat Tokyo MOU adalah nota kesepahaman yang 

ditandatangani oleh negara anggota konvensi di wilayah Asia Pasifik 

untuk melaksanakan pengawasan pemeriksaan dan keamanan kapal 

asing sesuai dengan ketentuan konvensi. 

10. Pengertian Inspeksi 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 119 Tahun 2017 Inspeksi yang selanjutnya disebut 

Inspection adalah pelaksanaan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan 
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kapal asing untuk memastikan pemenuhan persyaratan sesuai dengan 

ketentuan konvensi. 

11. Pengertian Ketidaksesuaian 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 119 Tahun 2017 Ketidaksesuaian yang selanjutnya disebut 

Deficiency adalah hasil inspeksi berupa temuan kondisi kapal yang tidak 

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan konvensi. 

12. Pengertian Tanpa Ketidaksesuaian 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 119 Tahun 2017 Tanpa Ketidaksesuaian yang selanjutnya 

disebut No Deficiency adalah hasil inspeksi berupa temuan kondisi kapal 

yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan konvensi. 

13. Pengertian Clear Grounds 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 119 Tahun 2017 Clear Grounds Adalah informasi dalam 

bentuk tertulis maupun tidak tertulis atau bukti adanya kondisi 

kelaiklautan dan keamanan kapal tidak sesuai dengan dokumen dan 

sertifikat kapal serta pemenuhan persyaratan ketentuan konvensi. 

14. New Inspection Regime yang selanjutnya disingkat NIR 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 119 Tahun 2017  New Inspection Regime yang selanjutnya 

disingkat NIR Adalah pedoman penetapan periode waktu pemeriksaan 
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kelaiklautan dan keamanan kapal asing berdasarkan pada Tokyo 

Memorandum of Understanding (Tokyo MOU). 

15. Asia Pasific Computerized Information System (APCIS) 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 119 Tahun 2017 Asia Pasific Computerized Information 

System (APCIS) Adalah pusat data dan informasi yang dikelola oleh 

Tokyo Memorandum of Understanding (Tokyo MOU). 

16. Pengertian Ketidaksesuaian Yang Berakibat Pada Tindakan Menunda 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 119 Tahun 2017 Ketidaksesuaian yang berakibat pada 

tindakan menunda yang selanjutnya disebut Detainable Deficiency 

adalah hasil inspeksi berupa temuan kondisi kapal yang tidak memenuhi 

IMO Resolution A. 1052 (27) serta Tokyo MOU Guideliness yang 

mengakibatkan tindakan menunda (Detention) keberangkatan kapal. 

17. Pengertian Tindakan Menunda Yang Selanjutnya disebut (Detention) 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 119 Tahun 2017 Tindakan Menunda Yang Selanjutnya 

disebut (Detention) Adalah tindakan untuk menunda keberangkatan 

kapal yang dilakukan oleh Port State Control Officer (PSCO) 

berdasarkan pada kondisi tidak terpenuhinya persyaratan sesuai dengan 

ketentuan konvensi yang dapat mengancam keselamatan kapal, jiwa 

manusia, dan/atau lingkungan maritim. 
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18. Pengertian Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) 

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Unit 

Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Adalah lembaga pemerintah di 

pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi peraturan, 

pengendalian pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian 

peayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan 

secara komersial. 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 119 Tahun 2017 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Adalah 

Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan, Kantor Pelabuhan Batam, dan Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan.  

19. Pengertian Syahbandar 

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Syahbandar 

adalah pejabat pemerintah di Pelabuhan yang diangkut oleh Menteri dan 

memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan 

pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 
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B. Kerangka Penelitian 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

C. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di PT. Indobaruna 

Bulk Transport serta hasil pembahasan mengenai pemeriksaan kelaiklautan 

dan keamanan kapal asing oleh Port State Control (PSC) di Pelabuhan 

Tanjung Intan Cilacap, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Prosedur pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing oleh port 

state control (PSC) di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap sudah sesuai 

dengan prosedur yang ada karena runtutan kegiatanya sudah diatur 

dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 

119 Tahun 2017 Tentang Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan 

Keamanan Kapal Asing. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan secara 

terperinci mengenai Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan 

Kapal Asing serta bagaimana proses pemeriksaanya. 

2. Deficiency yang ditemukan berdasarkan dari adanya Clear Grounds 

yaitu permintaan dari kesatuan dan/atau negara yang berkepentingan 

yang tertuang di dalam Form B PSC Report menimbulkan dampak yang 

berkaitan dengan keamanan di atas kapal. Hal ini menjadi lebih jelas 

setelah peneliti melakukan pengamatan dan bertanya langsung dengan 
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PSCO terkait dengan Deficiecny tersebut. Apabila petugas jaga/crew 

gangway lalai dalam berjaga, maka dapat memicu hal-hal yang tidak 

diinginkan, seperti misalnya adanya penumpang gelap (stowaway) yang 

naik keatas kapal tanpa sepengetahuan crew kapal. Kemudian  

3. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, Deficiency 

yang ditemukan adalah berdasarkan Clear Grounds, yaitu berupa 

permintaan/informasi dari organisasi dan/atau negara yang 

berkepentingan. Sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk menutup 

(rectifiy) Deficiency ini adalah dengan cara melakukan pemeriksaan 

ulang (follow up/ reinspection) di pelabuhan singgah berikutnya. 

Apabila dalam hal hasil pemeriksaan ulang (follow up/ reinspection) 

telah diperbaiki dan/atau dipenuhi sesuai dengan ketentuan konvensi, 

maka PSCO memberikan pemenuhan hasil pemeriksaan berupa Form A 

PSC Report. 

D. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan, yaitu: 

1. Tidak adanya penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dan 

referensi, sehingga pada penelitian ini penulis hanya menggunakan data 

dan pedoman yang ada. 
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2. Penelitian ini bersifat cross sectional yaitu hanya diteliti dalam satu 

waktu yang terbatas dan hanya untuk membuktikan kondisi yang terjadi 

pada waktu penelitian dan perubahan yang mungkin sudah dan akan 

terjadi tidak dapat diamati lagi. 

E. Saran  

Dalam hal ini penulis akan memberikan saran yang diambil dari 

simpulan data dan keterbatasan masalah diatas untuk meningkatkan 

pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca tentang pemeriksaan 

kelaiklautan dan keamanan kapal asing. Dengan harapan dapat menjadi 

referensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan dalam prosedur 

pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing. Adapun saran-saran 

yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Prosedur yang sudah distandarkan seharusnya dapat dengan mudah 

dimengerti dan diterapkan oleh aparatur atau pejabat pemeriksa 

kelaiklautan dan keamanan kapal asing, karena dalam hal ini PSCO 

diseleksi dan diangkat langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan 

Laut, sehingga sudah memenuhi standar dalam melaksanakan prosedur 

yang sudah tertuang dalam PM No. 119 Tahun 2019 Tentang Pejabat 

Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing. 

2. Untuk mencegah terjadinya Deficiency, sebaiknya pihak kapal lebih 

memperhatikan tentang keselamatan dan keamanan di atas kapal, hal ini 
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tentu saja harus sesuai dengan peran jabatan masing-masing. Terutama 

perwira yang memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan dinas jaga, 

keamanan di atas kapal, serta peralatan di atas kapal. 

3. Dalam hal kegiatan pemeriksaan ulang (follow up/reinspection) 

sebaiknya dokumentasi dari hasil perbaikan lebih jelas sehingga pada 

saat di unggah ke dalam system APCIS terlihat lebih jelas peralatan atau 

bagian yang sudah dipenuhi persyaratanya.  
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LAMPIRAN 1 

SHIP’S PARTICULARS MV. KANG YAO 
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LAMPIRAN 2 

CREW LIST MV KANG YAO 
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LAMPIRAN 3 

FORM A PSC REPORT MV. KANG YAO 
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LAMPIRAN 4 

FORM A PSC REPPORT MV KANG YAO 
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LAMPIRAN 5 

LAST PORT CLEARENCE MV KANG YAO 
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LAMPIRAN 6 

PORT CLEARENCE MV KANG YAO 



22 

 

 

LAMPIRAN 7 

SHIP’S PARTICULARS MV PROMISE 2 
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LAMPIRAN 8 

CREW LIST MV PROMISE 2 
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LAMPIRAN 9 

FORM A PSC REPORT MV PROMISE 2 
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LAMPIRAN 10 

FORM B PSC REPORT MV PROMISE 2 
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LAMPIRAN 11 

FORM A PSC REPORT MV PROMISE 2 
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LAMPIRAN 12 

LAST PORT C;EARENCE MV PROMISE 2 
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LAMPIRAN 13 

PORT CLEARENCE MV PROMISE 2 
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LAMPIRAN 14 

FORMAT NOTIFICATION OF ORDERLY INSPECTION 
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LAMPIRAN 15 

FORMAT FORM A PSC REPORT 
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LAMPIRAN 16 

FORMAT FORM B PSC REPORT 
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LAMPIRAN 17 

FORMAT NOTIFICATION OF DETENTION 
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LAMPIRAN 18 

FORMAT INFORMATION OF DETAINED VESSEL 
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LAMPIRAN 19 

FORMAT RELEASE DETENTION 
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LAMPIRAN 20 

FORMAT LAPORAN BULANAN KUNJUNGAN KAPAL ASING DI 

PELABUHAN 
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LAMPIRAN 21 

STUDI DOKUMENTASI 

 

Kantor PT. Indobaruna Bulk Transport cabang Cilacap 

 

 

Pintu Masuk Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap 
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MV. Kang Yao 

 

 

MV. Promise 2  
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Proses Pengecekan Sertifikat Kapal Bersama Nakhoda 

 

 

Proses Pengecekan Alat Navigasi 
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Proses Pengecekan Alat Pemadam Api 

 

 

Proses Pengecekan Life Boat 
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Proses Pengecekan Wire Life Boat 

 

 

 

Proses Pengecekan Life Raft 
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Proses Pengecekan Kamar Mesin 

 

 

Proses Pengecekan Ruang Mesin 
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LAMPIRAN 22 

TRANSKIP WAWANCARA 1 

 

Penulis  : Ghora Ardhya Suryawan 

Narasumber : Nassan (Port State Control Officer) 

Tempat/ Waktu : KSOP Kelas II Tanjung Intan Cilacap 

Penulis  : Selamat pagi Pak Nassan, mohon izin untuk bertanya. 

Narasumber 2 : Selamat pagi Dik Ghora, silahkan. 

Penulis : Menurut Pak Nassan, apakah pemeriksaan kelaiklautan dan 

keamanan kapal asing di Indonesia sudah sesuai dengan prosedur? 

Narasumber 2 : Menurut saya, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal 

asing di Indonesia tentunya sudah sesuai dengan prosedur Dik 

Ghora, karena ada undang-undang yang mengatur tentang pejabat 

pemeriksa kelaiklautan dan keamanan kapal asing. 

Penulis : Baik, menurut Pak Nassan apakah ada dasar hukum yang 

mengatur tentang pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal 

asing ini? 

Narasumber 2 : Tentu saja ada Dik Ghora aturan atau dasar hukum yang 

mengatur yaitu PM No. 119 Tahun 2017 Tentang Pejabat 

Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing. 



22 

 

 

Penulis  : Baik, menurut Pak Nassan, apakah selama ini kapal asing yang 

sandar di pelabuhan Tanjung Intan Cilacap sudah memenuhi 

persyaratan laik laut sesuai dengan konvensi? 

Narasumber 2 : Begini Dik Ghora, setiap kapal pastinya harus memenuhi 

persyaratan sesuai dengan konvensi supaya kapal itu dikatakan 

laiklaut. Namun ada satu dua hal yang menyebabkan kapal 

tersebut dikatakan belum laiklaut. Saya ambil contoh kapal 

terakhir yang sudah kita cek kelaiklautanya. Ada beberapa temuan 

memang yang meyebabkan kapal tersebut belum sesuai dengan 

aturan yang ada pada konvensi, temuan itu kita sebut sebagai 

Deficiency.  

 Penulis  : Baik pak, Bagaimana kita tahu kalau Kapal asing yang masuk di 

wilayah pelabuhan itu ada indikasi Deficiency? 

Narasumber 2  : Begini, jadi dalam melakukan inspeksi ini kita tidak sembarangan 

asal naik dan mengecek secara sembrono. Kita punya sistem yang 

berisi data data berkaitan dengan laporan PSC di wilayah Asia 

Pasifik sistem itu bernama APCIS, jadi kita tau semua riwayat-

riwayat ketidaksesuaian suatu kapal. selain dari APCIS kita juga 

mengecek sertifikat PSC nya, ada Form A dan ada Form B, kalau 

Cuma Form A itu artinya kapal tidak memiliki catatan yang berisi 

Deficiency, tapi kalau ada Form B itu  berarti kapal tersebut 

memiliki catatan yang berisi Deficiency. 
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Penulis  : oh jadi seprti itu, baik, menurut Pak Nassan dampak apa yang 

akan terjadi apabila kapal asing yang masuk di pelabuhan tidak 

memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan sesuai dengan 

konvensi. 

Narasumber 2 : kalau membahas tentang dampak, tentu ada banyak sekali Dik 

Ghora, tergantung dari berat atau ringannya Deficiency yang 

ditemukan, kita ambil contoh kapal yang terakhir kita cek yaitu 

MV. Promise 2, kapal ini ada 3 (tiga) Deficiency nih, tidak ada 

yang berjaga di gangway, main entrance door yang tidak terkunci 

dan water inlet line yang tidak dikunci juga, Deficiency ini 

ditemukan oleh PSC dari Pohang, Korea dan Deficiency ini 

berkaitan dengan keamanan diatas kapal. Dampaknya apa? Kalau 

tidak ada yang jaga, otomatis pengawasan terhadap orang luar jadi 

berkurang, kemudian main entrance door yang tidak dikunci 

dengan benar, lemahnya pengawasan tentu akan berpengaruh 

dengan keamanan di atas kapal, ditambah pintu masuk di area deck 

tidak di kunci dengan benar. Kemudian water inlet line yang tidak 

dikunci dengan baik, kondisi ini dikhawatirkan akan 

menyebabkan kebocoran dan menyebabkan air menetes dan 

membasahi lantai di area deck sehingga permukaanya menjadi 

licin, hal ini tentu saja akan membahayakan pekerja yang berlalu 

lalang di sekitaran deck. 
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Penulis  : Baik Pak Nassan, kira-kira upaya apa yang dilakukan untuk 

mencegah terjadinya Deficiency di atas kapal. 

Narasumber 2  : kalau upaya, dari kita tentu saja akan dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur, yaitu melakukan pemeriksaan ulang (follow 

up/reinspection) hal ini dapat dilakukan kalau dari pihak kapal 

sudah melakukan perbaikan, dan melaporkan kepada kami bahwa 

Deficiency di atas kapal sudah dipenuhi, istilah lainya yaitu Clear 

Grounds. Kalau kegiatan pemeriksaan ulang sudah selesai maka 

Deficiency dapat di tutup atau diperbaiki dan bukti penutupan atau 

perbaikan itu kemudian kami upload ke sistem APCIS. Kemudian 

kapal dapat memproses untuk penerbitan Surat Persetujuan 

Berlayar. 

Penulis  : Baik Pak Nassan, terimakasih banyak atas waktu dan penjelasan 

serta ilmu yang sudah diberikan. 

Narasumber 2  : iya sama sama Dik Ghora. 
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LAMPIRAN 22 

TRANSKIP WAWANCARA 2 

 

Penulis  : Ghora Ardhya Suryawan 

Narasumber  : HN Widyananda (Staff Operasional PT  

Indobaruna Bulk Transport)  

Tempat/ Waktu  : PT. Indobaruna Bulk Transport 

Penulis  : Selamat pagi Pak nanda, mohon izin untuk bertanya. 

Narasumber 1 : Selamat pagi ghora, silahkan. 

Penulis : Menurut Pak Nanda, apakah pemeriksaan kelaiklautan dan 

keamanan kapal asing di Indonesia sudah sesuai dengan prosedur? 

Narasumber 1 : Menurut opini saya, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan 

kapal asing di Indonesia seharusnya sudah sesuai dengan prosedur 

yang ada, karena setahu saya ada undang-undang yang mengatur 

tentang pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing. 

Penulis : Baik, menurut Pak Nanda apakah ada dasar hukum yang 

mengatur tentang pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal 

asing ini? 

Narasumber 1 : Kalau dasar hukum yang  pasti saya kurang tau, tapi secara umum 

yang mengatur tentang pelayaran ada Undang-undang Nomor 17 

Tahun 2008 Tentang Pelayaran. 
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Penulis  : Baik, menurut Pak Nanda, apakah selama ini kapal asing yang 

diageni sudah memenuhi persyaratan laik laut sesuai dengan 

konvensi? 

Narasumber 1 : Menurut saya, selama ini kapal yang diageni oleh kita sudah 

sesuai dengan konvensi dalam hal kelaiklautan dan keamanan, 

karena kalau memang kapal tersebut tidak laik laut tidak mungkin 

kapal itu diperbolehkan untuk berlayar. 

Penulis  : Betul, menurut Pak Nanda dampak apa yang akan terjadi apabila 

kapal asing yang masuk di pelabuhan tidak memenuhi persyaratan 

kelaiklautan dan keamanan sesuai dengan konvensi. 

Narasumber 1 : kalau perihal itu saya kurang yakin, karena memang saya tidak 

terlalu paham di dalam bidang tersebut, tapi pendapat saya pribadi 

mungkin nanti akan dikenakan denda atau semacamnya oleh pihak 

yang berwajib yang memang menangani di bidang tersebut. 

Penulis  : Baik, sebagai agen yang mengurusi kapal asing yang sandar di 

pelabuhan tanjung intan cilacap, apakah pernah ada kapal asing 

yang bermasalah berkaitan dengan kelaiklautan dan keamananya? 

Narasumber 1  : kalau setau saya pernah ada, karena PSCO sebelum naik keatas 

kapal selalu mengonfirmasi terlebih dahulu kepada kami, bahwa 

PSCO akan melakukan inspeksi di atas kapal yang kami ageni. 

Tapi saya tidak tahu proses lebih lanjutnya, karena saya tidak di 

perkenankan ikut dalam proses kegiatan inspeksi. 
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Penulis  : baik, menurut Pak Nanda, kira-kira upaya apa yang dilakukan 

apabila ditemukan Deficiency pada saat pemeriksaan. 

Narasumber 1  : kalau upaya, mungkin  kita sebagai agen hanya bisa 

memonitoring saja, apabila ada kendala dalam pemeriksaan kita 

pun tidak bisa terlalu banyak mencampuri, karena sudah ada 

pejabat yang berwenang yang mengurusi di bidang itu, jadi ya kita 

sebagai agen hanya bisa memantau saja, seperti itu. 

Penulis  : Baik Pak Nanda, terimakasih atas waktu dan penjelasan yang 

sudah diberikan. 

Narasumber 1  : iya sama sama ghora. 
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